GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya pandemi Corona Virus

Disease 2019  (COVID-19) sebagaimana yang telah
ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan
Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional,

.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf c

dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir



Mengingat :
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta
program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah
yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif
untuk jangka waktu S (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional;

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat{(l) huruf ¢ Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala
Daerah mempunyai tugas® menyusun dan mengajukan
rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas
bersama, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, b, ¢ dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-
2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan .Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor.96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan <Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664 ;

Peraturan . Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6542);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor
10);

Peraturan Presiden. Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 101);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan. Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta. Nomor 1) sebagaimana mana
telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 30);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
33);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun



36.

37.

7

2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor
177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat
dan Perekonomian Nasional,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017
— 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD
adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah badan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya
disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang
selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 20 (dua
puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya
disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 5 (lima) tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak
tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu S (lima) tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Strategi adalah langkah berisikan program-program<sebagai prioritas
pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja
untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi
isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi.

Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan
untuk mencapai sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan
dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan
sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing
Daerah  sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya.

Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang selanjutnya disingkat RJPP
adalah rencana strategis perusahaan yang bersifat menyeluruh,
memberikan rumusan analisa teknis, akurat dan tepat bagaimana
perusahaan akan di arahkan dan bagaimana semua sumberdaya yang di
miliki dapat dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu
tertentu dan di sesuaikan dengan kondisi faktor politik maupun ekonomi
secara global.
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27. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat
RKAP adalah penjabaran tahunan dari ROIPP/ BUMD.

BAB II
RUANG LINGKUP, URAIAN DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Ruang lingkup RPJMD meliputi :

a. Visi, Misi, dan Program Gubernur;

b. Tujuan, Sasaran, Strategi,

c. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;

d. Program Perangkat Daerah, dan;

e. Rencana Kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dengan sistematika terdiri dari:

Bab I

Bab II
Bab III
Bab IV
Bab V
Bab VI

o P

® o o

i

g. Bab VII

h. Bab VIII
i. BabIX
j- Bab X
k. Bab XI

Pendahuluan;

Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Gambaran Keuangan Daerah;

Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;

Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
Daerah;

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program
Perangkat Daerah;

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Kegiatan Strategis Daerah;

Pengembangan BUMD;

Penutup.

Pasal 3

RPJMD berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan
RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta sebagai
pedoman BUMD dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan
(RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta dokumen
perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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BAB III
PELAKSANAAN RPJMD
Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD

setiap tahunnya

(2) Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja
Perangkat Daerah

Pasal 5

BUMD melaksanakan RPJMD melalui penyusunan Rencana Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggara Perusahaan (RKAP)
yang mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah.

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RPJMD.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan oleh Bappeda secara berkala.

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi namun tidak terbatas pada:

a. Sasaran;

b. Program Pembangunan Daerah; dan

c. Program Perangkat Daerah;

Pasal 7

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan melalui
pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD yang diterjemahkan
dalam Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan dalam rangka menjamin bahwa:
a. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan

b. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator
kinerja yang telah ditetapkan.
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Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai umpan balik untuk
mengevaluasi dan memastikan bahwa Program Pembangunan
Daerah/Program Perangkat Daerah telah dituangkan melalui Renstra
Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 8

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 mencakup evaluasi
terhadap Program Pembanguan Daerah dan Program Perangkat Daerah
untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
memastikan bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan
jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan Visi
pembangunan jangka panjang Daerah dan pembangunan jangka
menengah nasional.

Evaluasi dapat dilaksanakan per tahun dan/atau sesuai dengan kondisi
dan perubahan lingkungan strategis daerah sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam hal dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2024,
maka penyusunan RKPD Tahun 2023 dan RKPD Tahun 2024
berpedoman pada :

a. RPJPD Tahun 2005-2025;

b. RPJMN Tahun 2020-2024;
RKP Tahun 2023 dan RKP Tahun 2024; dan

d. Program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;

o

Struktur Program pada RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan/atau ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

MARULLAH MATALI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : ( / / 2021)
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2017 - 2022

I. UMUM

Jakarta merupakan Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan dengan daerah
lainnya di Indonesia. Mengikuti peran dan fungsinya sebagai sebagai ibukota
negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Jakarta
berpedan sebagai pusat pemerintahan dimana menjadi tempat kedudukan
selruuh perangkat pemerintahan tingkat nasional, pusat kegiatan ekonomi,
pusat keuangan dan jasa serta bertempatnya perwakilan negara-negara
asing, pusat-pusat perusahaan multi nasional dan juga menjadi salah satu
gerbang utama wisatawan manca Negara. Sebagai daerah otonom, Jakarta
juga berstatus sebagai Provinsi Daerah Khusus yang terbagi dalam lima
wilayah Kota Administratif dan satu Kabupaten Administratif Kepulauan
Seribu yang bukan merupakan Daerah Otonom.

Sebagai Ibukota Negera Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta harus
menjadi cerminan kemajuan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Jakarta
harus menunjukan dirinya sebagai kota internasional sekaligus memberikan
pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat baik warga internasional
maupun.  warga lokal yang bekerja, bermukim ataupun berkunjung.
Pembangunan kota Jakarta sebagai ibukota negara sekaligus daerah provinsi
terus dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan
ibukota negara yang berkelanjutan dan berketahanan.

Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan
melalui perencanaan pembangunan daerah yang merupakan kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan daerah
merupakan bagian integral dan penjabaran dari pembangunan nasional
dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan
potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di daerah meliputi
seluruh aspek kehidupan masyarakat dan berlangsung terus menerus,
dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi
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generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi
kebutuhan masa sekarang, tanpa mengurangi kemampuan generasi yang
akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat arah
kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan Daerah, kebijakan
umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja
Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan. rencana-
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJMD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 5
(lima) tahun, yaitu tahun 2017-2022. RPJMD Provinsi DKI Jakarta memuat
visi, misi, dan program Gubernur yang dipilih<secara langsung. RPJMD
Provinsi DKI Jakarta dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi DKI Jakarta yang merupakan .rencana pembangunan
tahunan daerah Provinsi DKI Jakarta.

RPJMD diwujudkan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi
pembangunan dan arah kebijakan pembangunan. Visi pembangunan jangka
menengah merupakan penjabaran cita-cita pembangunan S (lima) tahun,
yaitu Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam
mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.
Pencapaian visi dilakukan melalui perwujudan misi pembangunan jangka
menengah yaitu: (a) menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas,
berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang
kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan
memanusiakan, (b) menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan
umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan
kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan
infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan
pengelolaan tata ruang, (c) menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur
negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai
permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas,
(d) menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata
kehidupan yangmemperkuat daya dukung lingkungan dan sosial, (e)
menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan
Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Dalam hal terjadinya perubahan yang mendasar sesuai ketentuan
dalam peraturan perundangan, RPJMD Provinsi DKI Jakarta dapat dilakukan
perubahan dalam rangka menyesuaikan strategi dan arah kebijakan
pembangunan. Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 disusun sebagai respon
dari terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana
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yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden
Nomor 12 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Bencana Nonalam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana
Nasional.

Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta didasari oleh juga resesi yang
terjadi akibat dampak pandemi Covid-19. Pada triwulan III tahun 2020,
perekonomian Jakarta masih berada dibawah normal dan berkontraksi minus
3,82 persen (y-on-y). Ini berarti selama dua triwulan berturut-turut
perekonomian DKI Jakarta terkontraksi dimana pada triwulan II. mencapai
minus 8,23 persen. Hal ini sesuai dengan Berita Resmi Statistik Nomor
49/11/31/Th.XXII, S November 2020.

Selain itu, Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta dilakukan dalam
rangka mengakomodir perubahan kebijakan nasional. Sebagaimana diketahui
bahwa telah terjadi perubahan regulasi Pemerintah terkait perencanaan
pembangunan yaitu diantaranya dengan adanya perubahan perecananaan
pembangunan jangka menengah nasional melalui Peraturan Presiden Nomor
18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 serta perubahan regulasi terkait Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan melalui Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 merupakan kelanjutan
dari RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 untuk mencapai visi
dan mewujudkan misi'yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025. Periode
pembangunan <Tahun  2017-2022 merupakan periode peningkatan
pembangunan kota Jakarta yang sejahtera, produktif, berkelanjutan dan
berdaya saing global dengan fokus utama meningkatkan ketersediaan dan
kapasitas sarana dan prasarana wilayah, perekonomian yang kuat dan
berkualitas, serta ketahanan sosial dan budaya didukung oleh kapasitas
pemerintahan  yang baik serta daya inovasi dan kreasi dengan tetap
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan sumber
daya alam.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini terdiri
dari 6 bab dan 10 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian,
ruang lingkup, uraian dan fungsi, pelaksanan RPJMD, pengendalian dan
evaluasi serta ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup. Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 -
2022 berikut Lampiran-lampirannya merupakan satu-kesatuan yang tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2017 — 2022.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5

Penyusunan 'Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta
Rencana Kerja dan Anggara Perusahaan (RKAP) dapat mempedomani
strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan jangka
menengah yang tertuang dalam RPJMD.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7



Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
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Penyusunan RKPD Tahun 2023 dan RKPD 2024 tidak dapat
mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
mengingat RPJMD Tahun 2017-2022 yang telah berakhir serta
belum disusunnya RPJMD pada tahun 2022 sesuai dengan rencana
pemilihan Kepala Daerah yang baru dilaksanakan pada tahun 2024.
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat (8)) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang yaitu bahwa Pemungutan suara serentak nasional
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan
November 2024.

Ayat (2)
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Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR



